BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Menimbang

ca.

KABUPATEN GARUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

bahwa pembentukan perangkat daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan
berdasarkan asas proporsional, efisiensi, efektivitas,
pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas,
fleksibilitas, dan pembagian urusan yang menjadi
kewenangan pemerintahan daerah;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan, selain unit
pelaksana teknis dinas daerah kabupaten/kota terdapat
rumah sakit daerah kabupaten/kota sebagai unit organisasi
bersifat khusus yang memberikan layanan secara
professional;

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam huruf b, pengaturan mengenai rumah sakit
daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas  Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Garut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut;



Mengingat

Menetapkan
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang  Nomor 14  Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan
BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GARUT.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10), diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 8

(1) Selain wunit pelaksana teknis dinas Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat:

a. unit pelaksana teknis dinas Daerah di bidang
pendidikan berupa satuan pendidikan;

b. unit organisasi bersifat khusus berupa rumah
sakit daerah; dan

C. unit organisasi bersifat fungsional berupa pusat
kesehatan masyarakat.

(2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, berbentuk satuan pendidikan
formal dan nonformal.

(3) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, sebagai unit organisasi bersifat
khusus yang memberikan layanan  secara
profesional  serta  memiliki otonomi  dalam
pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
serta bidang kepegawaian.

(4) Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ merupakan unit
organisasi bersifat fungsional yang memberikan
layanan secara profesional.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas
dan fungsi unit pelaksana teknis, unit organisasi bersifat
khusus, dan wunit organisasi bersifat fungsional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diatur
dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara
tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat.
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Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Pasal 10

Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon Il.a
atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten
Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala
Badan Daerah, Staf Ahli Bupati dan Direktur Rumah
Sakit Umum Daerah kelas B merupakan jabatan
eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu,
Sekretaris Dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah,
Kepala Bagian, Camat dan Wakil Direktur Rumah
Sakit Umum Daerah kelas B merupakan jabatan
struktural eselon Ill.a atau jabatan administrator.

Kepala Bidang pada Dinas Daerah dan Badan
Daerah, Sekretaris Kecamatan, Direktur Rumah
Sakit Umum Daerah Kelas D, Kepala Bagian dan
Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah
kelas B merupakan jabatan struktural eselon IIl.b
atau jabatan administrator.

Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas
Daerah, Badan Daerah, Kepala Seksi pada Dinas
Daerah, Kepala Seksi Badan Daerah, Kepala Unit
Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kelas A,
Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Badan Daerah
Kelas A serta Kepala Seksi pada Kecamatan, Kepala
Subbagian pada Rumah Sakit Umum Daerah,
merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan
pengawas.

Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah
Kelas B, Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Badan
Daerah Kelas B, Kepala Subbagian pada Unit
Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Badan Daerah
Kelas A, Kepala Subbagian pada Kecamatan,
Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada
Kelurahan merupakan jabatan eselon IV.b atau
jabatan pengawas.

Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah
yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh
jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pusat Kesehatan Masyarakat dijabat oleh pejabat
fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas
tambahan.



Ketentuan ayat (1) huruf ¢ dan huruf j dan ayat (2)
Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 18

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,
maka:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22
Tahun 2008 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 37);

b. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23
Tahun 2008 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Dinas Daerah
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38);

c. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24
Tahun 2008 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah
dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran
Daerah  Kabupaten Garut Tahun 2008
Nomor 39;

d. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26
Tahun 2008 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 41);

e. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi
Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Garut
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2008 Nomor 42);

f.  Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Badan Pelaksana
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 5);

g. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Garut Nomor 23
Tahun 2008 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Dinas Daerah
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 6);
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h. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Garut Nomor 22
Tahun 2008 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 6);

i.  Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23
Tahun 2008 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Dinas Daerah
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 7);

j.-  Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Garut Nomor 24
Tahun 2008 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah
dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran
Daerah  Kabupaten Garut Tahun 2012
Nomor 8);

k. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Garut Nomor 26
Tahun 2008 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 10);

1. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2009
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2012 Nomor 11);

m. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8
Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22
Tahun 2008 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 8); dan

n. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9
Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23
Tahun 2008 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Dinas Daerah
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 9),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,
semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi
Perangkat Daerah wajib mendasarkan dan
menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan

Daerah ini.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 18 - 12 - 2023

BUPATI GARUT,
ttd
RUDY GUNAWAN
Diundangkan di Garut
pada tanggal 18 - 12 - 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

ttd

NURDIN YANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 9 NOMOR 2023

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT
(9/247/2023)



